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‘iddah merupakan bagian dari ajaran syari’at, pelaksanaannya diwajibkan atas para
isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal karena cerai
hidup atau talak. Pelaksanaan ‘iddah ini sendiri merupakan bagian dari bentuk
ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum
yang telah ditetapkan syara’. Dalam persoalan-persoalan tertentu, justru ditemukan
praktek masa ‘ddah yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah, Aceh Singkil.
Dimana pelaksanaan masa ‘iddah perceraian tidak dijalankan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum Islam, Secara khusus ada dua pertanyaan penelitian
dalam skripsi ini, pertama Penyimpangan °‘/ddah Perceraian Pada Masyarakat
Gunung Meriah Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk
penyimpangan ‘ddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh
Singkil dan kedua tinjauan hukum Islam terhadap ‘iddah perceraian yang
dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan ‘ddah perceraian pada masyarakat
Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu 1. Menerima
pinangan orang lain. 2. Keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat. 3. Memakai
wewangian dan berdandan serta pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di
Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentang dengan ketentuan
iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap
dalil hukum Islam menetapakan adanya larangan bagi wanita yang sedang
menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima
pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta
memakai wewangian dan berdandan.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut: *

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
i t dengan
1| ' itambangkan W oE || titikd
\ bawahnya
z dengan
2 = B Wl s |z | titikdi
bawahnya
3 o T YA g ¢
s dengan
4 1 @ S tiikdi | )% | & | gh
atasnya
h dengan
6 C h titikdi | Y) | & q
bawahnya
7 ¢ kh Yy 4 K
8 | ¢ D wl s |
z dengan
9 | z titikdi | Y¢ | a | m
atasnya
10 J R Yo ) n

'Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Him, 29.
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11 J z Y1 )
12 | o S YV >
13 | oA sy YA .
s dengan
14 | oe S titik di Y4 ¢
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.?

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
$ O Fathah dan ya Ai
5 o Fathah dan wau Au
Contoh:
e = Kaifa,

2panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan hukum Islam Universitas Islam

Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), HIm, 30.
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Jds =haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:*

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
el & Fathah dan alif atau ya a
S Kasrah dan ya 1
e Dammah dan wau i
Contoh:
Jé = qala
=) =rama
J8 = gila
J% = yagqiilu

4. Ta Marbutah (8)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( 3) mati
Ta marbutah ( 8 yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

®panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan hukum Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), HIm, 31.



Contoh:
oukt) 4y raudah al-agfal/ raudatul agfal
5233 &ad) : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FEG Talhah
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.”

*panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Him, 32.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukumperkawinan Islam pada prinsipnya telah terkonsep dalam dua dalil
hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis, ditambah dengan produk
hukum yang diproduksi oleh ulama-ulama fikih. Setiap permasalahan, mulai dari
prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (khizbah), hingga pada aturan
mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu, sumber
hukum islam tersebut juga mengatur masalah hubungan hak dan kewajiban antara
suami isteri setelah putusnya perkawinan.Misalnya, suami memiliki hak untuk
merujuk isteri akibat cerai talak, dan isteri mempunyai kewajiban untuk
menjalankan masa ‘iddah sebagai imbangan atas peluang suami dalam
mempergunakan hak rujuknya.

Terkait dengan masalah ‘iddah, ulama telah merumuskan kerangka
teorinya. Dalam istilah fikih, ‘iddah dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi
wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan
melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.'Definisi ‘iddah secara istilah
jumhur ulama adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kondisi
rahimnya, untuk ibadah atau kesetiaan kepada suaminya, atau masa menunggu
yang telah ditetapkan oleh syari’at setelah berpisah dengan suaminya (meninggal

atau di talak), dan diwajibkan bagi wanita menunggu dengan tidak menikah

'Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2010), him. 156.



dengan lelaki yang lain sehingga habis masa * ‘iddah-nya.’Dari beberapa defenisi
di atas, dapat dipahami bahwa ‘iddah merupakan bagian dari ajaran syari’at,
pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik
ditinggal mati atau ditinggal karena cerai hidup atau talak. Pelaksanaan ‘iddah ini
sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan
penghambaan dan ketundukan diri atas hukum vyang telah ditetapkan
syara’.Khususnya mengenai ‘iddahperceraian sebagaimana dijelaskan dalam surat
al-Bagarah bahwa ‘iddah atau masa tunggu isteri adalahselama tiga kali quri’,
sebagaimana ketentuannya terdapat dalam surat al-Bagarah ayat 228 sebagai

berikut:

g_,...ﬂ.ua.a.l" g . \/,:4:}'/\.: w,.@.w.e_:bé\._b;)ﬁ\bdﬁuiul ,.QK /L/A:’l;:\j-j M"J‘OU{U"; ¢
= 7 e ar aa 2o Eg v L 7. s £ < Gy > g < L= L
bl dly 2N 2 .36>‘Q—99Jg§3¢)4‘>01‘33‘3‘@L@MB:‘,‘%&N‘U&J&’)}J@L

/

VM‘USA\,.JUJ 194_,.) S5 %fcﬁgww

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru’, tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi
Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. al-Baqgarah: 228).°

Di samping pemenuhan atas kewajiban menjalankan ‘iddah, terdapatjuga

ketentuan bahwa isteri harus tetap tinggal di tempat suami selama masa tunggu

“Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam; Nikah, Talak,
Zihar, Meng-lia’ Isteri, dan Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta:
Gema Insani, 2009), him. 38.

*Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), him. 493.



tersebut.Apabila seorang perempuan berada dalam masa ‘‘iddah talak ra;’i, baik
karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal bersama suaminya
selama ‘iddah belum habis. Sedangkan kewajiban dalam ‘iddah kematian suami,
Islam (hukum syara’) melarang isteri keluar untuk jalan-jalan, berdandan, ziarah,
haji, maupun umrah, dan ia harus tetap berada dirumah suaminya kecuali untuk
memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.*

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa meskipun perceraian baik cerai
hidup atau karena cerai akibat kematian telah terjadi, isteri (janda) tersebut masih
memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan.Namun demikian, dalam
prakteknya, ketentuan-ketentuan tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana
mestinya.Kesenjangan hukum antara yang seharusnya dilakukan, sebagaimana
ketentuan hukum syara’, dengan praktek masyarakat pada umumnya menjadi
suatu masalah hukum, serta menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilakukan.

Berkaitan dengan masalah di atas, permasalahan yang dimaksud seperti
praktek masa ‘iddah yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah, Aceh Singkil.
Dimana pelaksanaanmasa ‘iddahperceraiantidak dijalankan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum Islam. Menurut keterangan Ibrahim, ketentuan masa
‘iddahbekas isteri atau janda tidak dilaksanakan berdasarkan al-Quran dan
sunnah. Hal ini dikarenakan masih banyak dijumpai bekas isteri atau janda yang
tidak paham atas ketentuan-ketentuandalam masa ‘iddah dalam Islam.” Hal

senada juga dinyatakan oleh kepala Gampong Tulaan, menyatakan bahwa praktek

*M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, Akhlag al-Usrah al-Muslimah Buhiis wa Fatawa, (terj:
Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), him. 330.

®Hasil wawancara dengan lbrahim, Tengku Imam meunasah, desa Gampong Tulaan,
Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.



masa ‘iddah perceraian yang telah diputus di Mahkamah banyak yang tidak sesuai
dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.®

Dari hasil observasi awal, diperoleh keterangan bahwa terdapat tiga kasus
penyimpangan pelaksanaan ‘iddah. Bentuk-bentuk penyimpangan ‘iddahdi
antaranya:

1. pihak janda menerima khitbah dari laki-laki lain, sedangkan masa

‘iddah-nya justru belum habis

2. pihak janda keluar rumah

3. serta berhias.’

Semua bentuk penyimpangan ini dalam rumusan fikih sangat dilarang
bahkan diharamkan.Dalam fikih juga diatur tentang larangan bagi wanita yang
melaksanakan ‘iddah, di antara larangan tersebut yaitu tidak boleh menerima
khitbah (lamaran) dari laki-laki lain, tidak boleh menikah, tidak boleh keluar
rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, kemudian seorang wanita yang
sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias.?

Permasalahan tersebut di atas tentu harus dikaji lebih lanjut, mengingat
hukum Islam sebagai salah satu hukum pengikat semestinya dilaksanakan dan
diddahulukan atas praktek yang sebenarnya tidak memiliki rujukan hukum.Paling
tidak, terdapat dua masalah penting yang mesti diteliti lebih lanjut terkait dengan

objek kajian ini. Pertama yaitu masalah praktek ‘iddahdari perceraian yang

®Hasil wawancara dengan Bapak Katijo, kepala desa Gampong Tulaan, Kecamatan
Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.

"Hasil wawancara dengan lbrahim, Tengku Imam meunasah, desa Gampong Tulaan,
Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.

83ayyid Sabig, Figh al-Sunnah, ed. In, Figih Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), jilid 3,
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), him. 56.



dilaksanakan para janda, kedua yaitu persepsi masyarakat—kususnya para
janda—terhadap masa ‘iddahtersebut.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut menarik untuk dikaji, dan dalam
hal ini penulis ingin meneliti dengan judul: “Penyimpangan ‘lddahPerceraian
Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil(Analisis Menurut Perspektif

Hukum Islam).

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini dapat digambarkam sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk penyimpangan ‘iddahperceraianpada masyarakat Gunung
Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan ‘iddahperceraian

pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti atau
penulis itu sendiri, tergantung kepada peneliti masing-masing. Begitu juga dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyimpangan ‘iddahperceraian pada masyarakat

Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ‘iddahperceraian yang

dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami tulisan ini, maka
perlu diuraikan beberapa istilah penting terkait dengan judul penelitian. Adapun
istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah praktek, ‘iddah, perceraian, dan hukum
Islam.
1. ‘Iddah

Secara bahasa, kata “‘iddah” berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata
al-‘adad (bilangan) dan al- isa (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid
yang dihitung oleh seorang wanita.’Sedangkan secara istilah (terminologi/syara’),
‘iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan
seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau
diceraikannya.'® Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ‘ddah adalah
masa tunggu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seorang perempuan
setelah terjadi perceraian atau kematian suami yang wajib untuk dijalankan, untuk

kemudian dapat menikah kembali dengan laki-laki lain.

2. Perceraian
Kata perceraian, terambil dari kata “cerai”. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata cerai memiliki yaitu pisah, atau putus hubungan sebagai suami

°Sayyid Sabig, Fighus Sunnah, ed. In, Figih Sunah, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid
2, (Jakarta: al-I’tishom, 2013), hlm. 513.
Ylbid., him. 513.



istri, atau talak. Turunan Kkata cerai yaitu bisa hidup, yaitu perpisahan antara suami
istri selagi kedua-duanya masih hidup. Bisa juga cerai mati, yaitu perpisahan
antara suami istri karena salah satu meninggal. Sedangkan kata “perceraian”,
berarti perpisahan, atau perihal bercerai (antara suami istri), atau perpecahan.
Dalam Islam, perceraian biasa disebut dengan talak. Istilah talak juga
banyak dijumpai dalam banyak literatur. Secara bahasa, kata “talak” berasal dari
kata al-it/lag yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Ketika dikatakan,
atalag al-asir’ maka Dberarti telah mengurangi ikatan tawanan dan
melepaskanya.? Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan,
yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya.
Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan
lafal yang dikhususkan.’* Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa
perceraian adalah suatu perpisahan antara suami dan isteri, bisa disebabkan karena
kematian atau cerai hidup (talak). Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian

adalah perceraian dalam arti talak.

3. Hukum Islam

Kata “hukum”berarti peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang
mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan
yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh

penguasa.'* Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab,yaitu akar kata “aslama-

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., him. 57.

2Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, Figh Munakahat,
(terj: Abdul Majid Khon), (Cet. 11, Jakarta: Amzah, 2011), him. 225.

B\wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamt..., him. 46.

“Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), him. 5



yuslimu-islam”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”. Jadi hukum
Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul
tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat

untuk semua umat yang beragama Islam.*

1.5. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, penelitian tentang perceraian dan ‘iddahsangat banyak dan
mudah ditemukan, mengingat pemasalahan ini memang merupakan permasalahan
yang aktual dan relevan untuk dikaji, di samping antara konsep dengan realita
masyarakat ditemui masih banyak ketimpangan. Oleh karena itu, peneliti juga
mengkaji masalah tersebut, namun tidak sama dengan penelitian sebelumnya.
Sejauh ini, peneliti memperoleh beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan
pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.

Di antaranya seperti dalam skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis
oleh Izzudin Juliara, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: “Penggabungan lddah Wanita Hamil
dan Kematian Suami(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i). Hasil
penelitiannya yaitu menurut Imam Syafi’i, masing-masing dari konsep iddah
wanita yang hamil dan iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam
al-Qur’an, yaitu dalam suratsurat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Bagarah ayat 234.
Sedangkan iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan

kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran

>Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah,
(Solo: Kordova Mediatama, 2009), him. 216



tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Dalil hukum yang digunakan
Imam Syafi’i yaitu al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Bagarah ayat 234.
Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal
mati untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode istinbath hukum
Imam Syafi’i, bahwa surat at-Thalaq ayat 4 merupakan ketentuan ayat iddah
bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi dicerai talak oleh suami maupun
dicerai karena kematian suami. Kemudian, hadis tersebut sebagai penegasan atas
berakhirnya iddah hingga melahirkan anak.™

Kemudian skripsi yang ditulis olehLia Fauziana, mahaiswi Fakultas
Syari’ah TAIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan Judul “lhdad
Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi).Dalam skripsi tersebut dijelaskan
tentang perihal kadudukan ihdad atau berkabung seorang wanita karier setelah
kematian suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep ‘iddah yang wajib
dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan
dalam al-Qur’an melalui analisa pendapat Imam Hanafi."’

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmiyani Annas, mahasiswi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul Nafkah ‘iddah
Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar. Dalam
skripsi ini dijelaskan bahwa pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara

cerai talak di pengadilan agama makassar dilakukan jika isteri mengajukan

181 zzudin Juliara, Mahaiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN
Ar-Raniry Banda Aceh, Pada Tahun 2011, Dengan Judul “Penggabungan Iddah Wanita Hamil
Dan Kematian Suami(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i). (skripsi yang tidak
dipublikasikan).

7| ia Fauziana, lhdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi. (Skripsi Yang Tidak
Dipublikasikan), Fakultas Syari’ah TAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010. (skripsi yang tidak
dipublikasikan).
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gugatan rekonpensi terkait nafkah ‘iddah dan mut’ah ataupun hakim menghukum
pemohon secara ex officiountuk membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah berdasarkan
beberapa pertimbangan hakim. Namun pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah
mengalami kendala yang sering ditemui oleh pengadilan agama manapun yaitu
ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung.

Kemudian juga dijelaskan tentang pelaksanaan putusan hakim mengenai
pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di pengadilan
agama Makasar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa
(eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya memberikan perlindungan hak-
hak isteri dengan memerintahkan suami selaku pemohon untuk melakukan
pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah dan dengan melakukan penundaan sidang
pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah. Namun
tidak adanya peraturan tentang batas waktu 60pelaksanaan pembayaran nafkah
‘iddah dan mut’ah menjadi celah hukum bagi suami untuk ingkar terhadap
putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun mengenai praktek eksekusi
nafkah ‘iddah dan mut’ah jarang terjadi karena biaya yang dikeluarkan terkadang
tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang dibebankan kepadanya.®

Kemudian skripsi yang ditulis olehAhmad Fahru, mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada
tahun 2015, yang berjudul: “lddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab

masalah mengenai bagaimana ketentuan ‘iddah dan ihdad dalam Undang-undang

8Fitri Rahmiyani Annas, Nafkah ‘iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di
Pengadilan Agama Makassar, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, 2013.
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No.ltahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas
ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan ‘iddah dan ihdad wanita karier. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153
disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku
waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali gabladukhiil dan perkawinannya putus bukan
karenakematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda
ditentukansebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian
walaupunqgabladukhil, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

Adapun ketentuan mengenai ‘iddah dan ihdad bagi perempuan menurut
hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah
menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama
empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknyamelakukan masa
berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dantidak boleh keluar rumah.
Larangan itu lebih sebagai cara untukmenghindari fitnah dan sekaligus bertujuan
untuk menghormati kematiansuami. Ketentuan hukum ‘iddah dan ihdad jika
dikaitkan dengan wanitakarier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan
yang memangmendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa
menjadisebuah alasan untuk melakukan wanita karier.*

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rizal Zulkarnain, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Jember, tahun 2014, yang berjudul, Nafkah Masa Tunggu
Isteri yang di Talak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi

Hukum Islam. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bekas isteri yang ditalak

YAhmad Fahru, Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2015.
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ba’inoleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam
yang terdapat dalam pasal 149 b, berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu
masa ‘iddah. Karena yang dijelaskan didalam pasal 149 b apabila tidak hamil
maka tidak wajib dinafkahi,namun pendapat ulama yang lain tetap mewajibkan
seorang suami memberikan nafkah sekalipun wanita tersebut hamil dan telah ia
talak ba’in, tetapi wanita tersebut telah jelas kehamilannya. Dan akibat hukumnya
bagi bekas suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah
kepada bekas isterinya setelah ditalak ba’in kubro terutama dalam masa ‘iddah
dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus
dipertanggungjawabkannya. Karena isteri memiliki hak, maka ia bisa menuntut
melebihi kemampuan suami. Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan
seberapa besar nafkah yang diberikan.”

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan
judul; “Pelanggaran Masa ‘iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang,
Desa Tegaron, Kec. Banyubiru). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lima
dari sembilan orang yang bercerai telah melanggar ketentuan iddah, mereka tidak
menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Islam. Penyebabnya karena ketidaktahuan mereka pada dasar

syariat yang mengatur tentang iddah, rata-rata mereka hanya lulus sekolah dasar

“Rizal zulkarnain, Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba'in Kubro Dalam
Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas
Hukum Universitas Jember, 2014.
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dan menengah pertama, kurangnya pengetahuan tantang hukum islam dan hukum
positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.?*

Kemudian skripsi yang ditulis olehMega Wati, mahasiswi
FakultasSyari’ah Dan HukumProdi Hukum Keluarga, pada tahun 2018, Banda
Aceh, dengan judul: “Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang lddah
Talak: Studi Analisis Tentang Makna Qura”. Ulama sepakat bahwa iddah adalah
kewajiban yang ditetapkan Allah kepada seorang perempuan yang telah bercerai
dengan suaminya. Dalam persoalan-persoalan tertentu, justru ditemukan
perbedaan pendapat, khususnya dalam memaknai iddahquraz. Secara khusus,
pembahasan akan diarahkan pada pendapat Ibnu Qayyim tentang iddah talak
dengan tiga kali gquri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibnu
Qayyim al-Jauziyah tentang makna quri’ dan konsekuensinya terhadap penerapan
hukum iddah, dan untuk mengetahui dalil dan metode istinbas hukum yang
digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan masa iddah tiga kali
qurii’ sebagai masa iddah tiga kali haid. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan studi pustaka (library reserach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lafaz quri’ adalah salah satu lafaz musytarak
yang memiliki dua makna,yaitu masa-masa suci atau masa-masa haid. Ibnu

Qayyim berpendapat bahwa iddah tiga kali quri’ adalah tiga kali haid. Seorang

Zita Nurul Asna, Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun
Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Salatiga 2015. (skripsi yang tidak dipublikasikan).
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perempuanharus melaksanakan iddah selama tiga kali haid, dihitung dari masa
haid pertama setelah diceraikan suami dalam masa sucinya.?

Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim ada tiga: Pertama, al-Quran surat al-
Bagarah ayat 228, surat al-Talaq ayat 1, surat al-Talaq ayat 4. Kedua, riwayat
hadis dari Yusuf bin Musa, riwayat hadis dari ‘Isa bin Hummad, dan riwayat
hadis dari Muhammad bin Tharif. Ketiga, Pendapat jumhur sahabat dan para
tabi’in. Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah
dalam menetapkan masa iddah tiga kali qurii’ sebagai masa iddah tiga kali haid
cenderung menggunakan metode ra ’filz, yaitu dengan melihat beberapa ‘i/lat atau
alasan hukum yang terdapat dalam surat al-Bagarah ayat 228, surat al-Talaq ayat 1
dan ayat 4. Intinya, maksud iddah tiga kali quriz’ menurut Ibnu Qayyim adalah
tiga kali masa haid.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ria Noviani,
mahasiswaFakultasSyari’ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada tahun
2017, Banda Aceh. dengan Judul: “Pandangan lbnu Qayyim Tentang lddah
Khulu’”. Islam membolehkan pemutusan hubungan suami isteri melalui jalan
tebusan, dan ulama menyepakatinya. Isteri boleh meminta suami menceraikannya
dengan syarat ia harus membayar iwadh atau kompensasi kepada suami. Namun,
dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang iddah wanita yang
melakukankfulu’. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah pendapat Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah tentang iddahkhulu’.Masalah yang ingin diteliti yaitu

pendapat Ibnu Qayyim tentang ketentuan iddah wanita yang bercerai karena

“’Mega Wati, mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, pada
tahun 2018, dengan judul: “Pandangan lbnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang lddah Talak: Studi
Analisis Tentang Makna Qurii”. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
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khulu’, dan dalil serta metode istinbat yang digunakan Ibnu Qayyim. Penelitian
ini dilakukan dengan studi pustaka (library research), dan datanya dikaji melalui
metode analisis-deskriptif.?

Hasil analisa menunjukkan bahwa menurut lbnu Qayyim, iddah wanita
yang bercerai karena khulu’ yaitu menunggu satu kali haid. Dalam masa iddah
satu kali haid, suami tidak boleh menikah dengan bekas isterinya, meskipun
dilakukan akad nikah dan mahar yang baru. Suami baru dapat menikah ketika

telah habis masaiddah isteri.Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim ada tiga.

Pertama, ketentuan al-Quran suratal-Bagarah ayat 229.
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Ayat ini beliau gunakan dalam kaitan dengan penetapan hukum bolehnya
isteri meminta cerai dengan suami melalui tebusan. Kedua, hadis Rasul dengan
tiga riwayat hadis, yaitu riwayat dari Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi,
Ubaidullah bin Sa’d bin Ibrahim bin Sa’d, dan hadis riwayat Muhammad bin
Abdurrahim Al Bazzar. Dalil hadis ini beliau gunakan dalam kaitan dengan

penetapan iddahkiulu’, yaitu dengan menunggu selama satu kali haid. Ketiga,

2Ria Noviani, mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, pada
tahun 2017, Banda Aceh. dengan Judul: “Pandangan lbnu Qayyim Tentang Iddah Khulu’”.
(Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
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Ibnu Qayyim menggunakan dalil giyas (analogi). Beliau menganalogikan kondisi
mengetahui rahim wanita yang melakukankiu/u’ dengan wanita-wanita tawanan,
wanita budak atau merdeka, wanita yang hijrah dari dar al-harb, dan wanita
pezina ketika ingin menikah, yaitu hanya dengan satu kali haid saja. Metode
istinbat yang digunakan Ibnu Qayyim lebih condong kepada kepada metode
penalaran ta’lili. Metode ta’lili ini terlihat pada usaha Ibnu Qayyim dalam
mencari illat hukum atas ketetapan Rasul yang menyatakan iddahk/iulu’ selama
satu kali haid. Selama satu kali haid, telah dapat diketahui rahim si isteri bebas
dari janin ataupun tidak. Dalam persoalan ini, suami atau isteri hendakanya
melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya
terkait kehendak untuk memutuskan tali pernikahan.

Dan terakhir skripsi yang ditulis oleh M. Romadhanul, mahasiswa UIN
Sunan Ampel Surabaya,pada tahun 2013, yang berjudul,Analisis Komparatif
Tentang Metode Penetapan Masa ‘iddah Dalam KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974,
dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penetapan masa ‘iddah dalam KHI ialah
berdasarkan pasal 153 ayat 4 yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan
Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan metode
penetapan masa ‘iddah menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ialah sejak perceraian
dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama, yakni sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 18 UU. No. 1 Tahun 1974. Sedangkan hasil komparasi
metode penetapan masa ‘iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974
memberikan kesimpulan bahwa masa ‘iddah sebaiknya dimulai setelah adanya

keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai
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kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam hal proses persidangan, pengadilan
sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk
menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk
menyaksikan perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya
perceraian tersebut.*

Dari penelitian beberapa penulisan karya ilmiah di atas, terlihat bahwa
belum ada persoalan yang sama seperti yang akan penulis kaji. Adapun perbedaan
penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dapat dilihat dari studinya.
Dimana, penelitian ini lebih menfokuskan pada studi kasus yaitu masalah
pelaksanaan atau praktek ‘iddah janda karena perceraian, khusunya pada

masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan
data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan
permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian
objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan.?® Dari hasil yang diperoleh

dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan penelitian deskriptif yang

M. Romadhanul, Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa ‘iddah Dalam
KHI Dan UU. No. 1 Tahun 1974,(Skripsi yang tidak dipublikasikan), UIN Sunan Ampel Surabaya,
2013.

2sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
him. 18.
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berusaha menggambarkan dan menerangkan secara sistematis berkenaan dengan
data-data yang diperoleh dari penelitian.
1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian ini
adalah mengambil data primer dan sekunder.Untuk itu, penulis menggunakan
metode penelitian lapangan (field research) sebagai metode untuk memperoleh
data primer dan penelitian pustaka (library research) untuk memperoleh data
sekunder yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan dan teori tentang
pelaksanaan ‘iddah.

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang
dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan
lapangan, yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.*® Pengumpulan
datanya melalui observasi langsung ke wilayah yang menjadi lokasi penelitian,
serta melakukan wawancara terhadap masyarakat, guna memperoleh data pokok
yang kemudian akan di analisis melalui kajian hukum Islam.

a. Lokasi dan Populasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan masyarakat Gunung Meriah, Aceh
Singkil. Secara teori,populasi penelitian adalah keseluruhan atau sekelompok
objek yang menjadi sasaran penelitian, yang berupa manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan sehingga objek ini dapat menjadi sumber data untuk

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 30.
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penelitian.?’Namun, secara spesifik, populasi yang dimasudkan adalah masyarakat
yang berada di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Adapun yang menjadi
populasi penelitian dalam skripsi ini adalah 4 (empat) gampong dari 25(dua puluh
empat) Gampong yang ada.

b. Cara Pengambilan Sampel.

Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan (purposive sampling).
Sampel penelitian diambil dari 4 (empat) gampong, yang masing-masing
ditentukan yaitu Gampong Sanggaberu Silulusan,Gampong Sebatang, Gampong
Seping Baru, dan Gampong Sianjo Anjo Merah. Adapun yang menjadi alasan
penulis melakukan penelitian di empat Gampong tersebut adalah karena empat
Gampong tersebut lebih mudah dijangkau. Populasi penelitian terdiri dari Kechik,
Tgk. Imum, dan beberapa orang masyarakat yang mengetahui tentang
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka (Library Research) sebagai data skunder, penulis
tempuh dengan sistem menelaah sejumlah kitab, buku dan juga karya ilmiah
lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang
berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu dengan menjabarkan dan memaparkan
pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

1.6.3. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam

penelitianini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun di

#"Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 99.
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lokasi penelitian yang berkaitan dengan praktek ‘iddah para janda yang ada
dilapangan, kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif
analisis, yang mengacu pada konsep hukum Islam. Untuk itu, diharapkan dapat
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman
kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa
yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat
bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-
bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan
istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika
pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai konsep umum
tentang ‘iddah. Dalam bab ini, terdiri dari empat sub bab, yaitu pengertian ‘iddah,
dasar hukum pensyariatan ‘iddah, bentuk-bentuk ‘iddah, dan hak dan kewajiban
suami isteripada masa ‘iddah.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian
lapangan, di dalamnya berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap

penyimpangan ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil.
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Dalam bab ini terdiri dalam lima sub bab, yaitu mengenaiprofil Kecamatan
Gunung Meriah,praktek masa ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil, bentuk penyimpangan ‘iddah perceraian pada
masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, faktor-faktor penyimpangan
masa ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah, serta tinjauan hukum
Islam terhadap penyimpangan ‘iddah pada masyarakat Gunung Meriah Aceh
Singkil.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-

saran yang dianggap penting.
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KONSEP UMUM TENTANG ‘IDDAH

2.1. Pengertian ‘Iddah

Kata ‘iddah (33) berasal dari bahasa Arab, asal katanya ‘adda (%) artinya
menghitung, menduga, mengira, tak terhitung, membilang, atau menyebut satu
persatu. Sementara kata ‘ddah sendiri berarti jumlah, yaitu sejumlah ‘iddah
perempuan.! Dalam bahasa Indonesia, kata ‘iddah telah diserap dan menjadi kata
baku di dalam kamus, namun istilah yang digunakan yaitu iddah (dengan huruf d
tidak digandakan). Kata iddah sendiri memiliki dua makna, (1) pemberian untuk
pengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki, (2) waktu menanti yang
waktu lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami
selama waktu itu ia belum boleh kawin.? Makna yang kedua menjadi fokus dalam
penelitian ini.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para
ulama. Dalam hal ini, akan dikutip beberapa pengertian yang disebutkan oleh para
ulama yang representatif. Di antara rumusan tersebut dikemukakan oleh Imam al-
Mawardi. la menyebutkan bahwa ‘iddah wanita yaitu masa menunggu (isteri) dari

suaminya setelah pemisahan keduanya.

'Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, al-Munawwir: Kamus Indonesia
Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 903.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), him.
537.
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‘Iddah wanita yaitu masa menunggu (isteri) dari suaminya setelah
pemisahan keduanya

Dalam pengertian lainnya, al-Fannani al-Syafi’T menyebutkan:
wjiwjﬁc\ﬁ%ﬂﬁiﬂ\@uqﬂﬁu

(‘Iddah adalah) suatu masa menunggu di dalamnya bagi seorang wanita
untuk mengetahui keadaan rahim dari kehamilan atau untuk beribadah.

Berdasarkan dua rumusan di atas, memiliki perbedaan mendasar mengenai
makna ‘iddah. Rumusan Imam al-Mawardi sebelumnya hanya menyebutkan masa
menunggu setelah terjadi perpisahan. Di sini tidak disebutkan fungsi dari ‘iddah
untuk mengetahui kekosongan rahim, rumusan tersebut hanya disebutkan
berlakunya ‘iddah setelah terjadinya perceraian. Artinya, masa tunggu untuk
semua bentuk perceraian yang telah ditetapkan adanya kewajiban ‘iddah bagi
wanita. Sementara, dalam pengertian yang kedua disebutkan fungsi ‘iddah untuk
mengetahui kosong tidaknya rahim. Jika ternyata hamil, anak yang dikandung
berasal dari bekas suami, tujuan lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah,
sebab ‘iddah adalah bagian dari perintah syara’.

Fungsi ‘iddah seperti tersebut dalam rumusan yang kedua sama seperti

pendapat Amir Syarifuddin. la menyatakan fungsi ‘iddah untuk mengetahui

AbI al-Hasan ‘Alf bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Hawr al-Kabir fi
Figh Mazhab al-Imam al-Syafi 7, Juz 11, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994), him. 163. Al-
Mawardi merinci makna ‘iddah dari segi bahasa. ‘iddah dengan huruf ‘ain berbaris bawah
(kasrah), yaitu mashdar dengan makna menghitung waktu ‘iddah. Semantara istilah al- ‘uddah
dengan huruf ‘ain berbaris dammah berarti sesuatu atau menghitung sesuatu. Adapun al- ‘addah
dengan huruf ‘ain berbaris fatak berarti jumlah orang yang melakukan ‘iddah (pelaku ‘iddah).
Jadi, istilah yang tepat dalam konteks ini penelitian ini adalah ‘iddah dengan makna menghitung
masa ‘iddah.
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bersihnya rahim dan untuk beribadah.* Pengertian yang lebih luas dikemukakan
oleh Wahbah al-Zuhaili. la menyatakan ‘ddah sebagai masa tunggu yang
ditetapkan oleh syara’. Konsekuensi ‘iddah tersebut yaitu isteri tidak boleh
melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.

o Les s AN e ot B4 de g ladl Lasa 5e
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(‘lddah) yaitu suatu masa yang telah ditetapkan oleh syari’ (Allah) setelah

terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh isteri dengan tanpa

melakukan perkawinan sampai masa ‘iddah-nya selesai.’

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat ditemukan beberapa poin
‘iddah, yaitu (1) ‘iddah terjadi setelah terjadinya perceraian, (2) ‘iddah sebagali
kewajiban syara’, (3) fungsinya untuk dapat diketahui bersih tidaknya rahim dari
kehamilan dan untuk beribadah, (4) isteri tidak boleh melakukan pernikahan
dengan laki-laki lain selama masa ‘iddah belum habis. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa ‘iddah adalah syariat dan perintah wajib, dilakukan oleh
seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya (baik cerai hidup atau cerai
mati) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya dan beribadah kepada
Allah, ia tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain termasuk

menerima pinangan orang lain.

*Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 303-
304.

*Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 7, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1985),
him. 625.

®Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Figh Islam: Pernikahan,
Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa ‘Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 535.
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2.2. Dasar Hukum Pensyariatan ‘Iddah

Sebagai sebuah syariat dalam Islam, pelaksanaan ‘ddah tentu dituntun
oleh wahyu dan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dasar keberlakuan
‘iddah ini cukup banyak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Ibnu Qudamah
menyatakan, asal hukum ‘iddah adalah wajib sebagaimana ketentuan Alquran,
hadis, dan ijma’ ulama.” Dasar hukum pensyariatan ‘iddah mengacu pada surat al-
Talaq ayat 1:
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Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka
sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang
baru. (QS.al-Talaqg: 1).

Ayat ini bicara dalam konteks hukum sekaligus, yaitu pensyariatan hukum
talak dan syariat hukum ‘ddah. Dalam ayat tersebut dinyatakan hukum ‘iddah
setelah terjadi perceraian. Suami hendaknya melihat kondisi isteri pada saat

melakukan talak dapat melaksanakan ‘ddah secara wajar, artinya tidak lama.

"AbT Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni bi
Syarh al-Kabir, juz 9, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt), him. 76.

®Terkait ayat di atas, ‘ddah yang wajar hanya dapat dilakukan isteri ketika suami
menceraikannya pada saat suci dari haid, dan sebelumnya ia tidak digauli. Sebab, jika suami
mentalak saat haid, maka waktu isteri mulai menunggu dihitung pada saat suci, sehingga ia akan
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Selain itu, dasar hukum ‘iddah juga dimuat dalam surat al-Bagarah ayat 228

sebagai berikut:
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Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru’. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi
Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Bagarah: 228).°
Ayat di atas secara eksplisit menyebutkan istilah yatarabbasna, yang

mengandung arti seruan wajib bagi isteri yang dicerai yang pernah digauli untuk
menunggu tiga kali quru’ (tiga kali haid atau suci). Bagi perempuan yang belum
pernah digauli (madkhal) sama sekali tidak ada kewajiban ‘iddah baginya. Ibn
Rusyd menyatakan hal ini merupakan ijmak ulama.*

Selain dua ayat di atas, masih banyak lagi ketentuan ayat lainnya, misalnya

dalam surat al-Talaq ayat 4, al-Bagarah ayat 234, dan beberapa ayat lainnya. Di

lama menunggunya. Sementara itu, jika setelah digauli, istri juga akan menunggu lama karena
akan ada kehamilan di dalamnya dan menunggu hingga lahir anaknya.

®Ulama masih berbeda dalam menetapkan makna guru’ dalam ayat di atas. Sebagian
ulama menyatakan tiga kali haid, pendapat dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah.
Sebahagian lainnya menyatakan tiga kali suci, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah dan
Malikiah. Variasi pendapat tersebut banyak ditemukan dalam banyak literatur munakahat, di
antaranya dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed.
In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), hlm. 493. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, al-Figh ‘ala al-Mazahib
al-Khamsah, ed. In, Figih Lima Mazhab,; Ja fari, Hanafi Maliki, Syafi’i, Hanbali, (terj: Masykur,
dkk), cet. XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), him. 481.

Imam al-Qadi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn
Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1995),
him. 1094.
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dalam hadis, juga ditemukan banyak dalil pensyariatan ‘iddah, di antaranya hadis

riwayat Bukhari dari Abdullah bin Yusuf:
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan
kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru
bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia
telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku
menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam saat
bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta
wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah
usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita
lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku
tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah
mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: Tidak halal
bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk
berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu
selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari).

Hadis di atas sebagai dasar hukum kewajiban ‘iddah bagi perempuan yang

suaminya meninggal dunia selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Dalil hadis

Y mam al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’1l al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,
(Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), him. 1018.
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lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Thahir dengan riwayat yang cukup

panjang:

“
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Telah menceritakan kepada kami Abu Ath Thahir dan Harmalah bin
Yahya sedangkan lafazh haditsnya hampir sama, Harmalah mengatakan;
Telah menceritakan kepada kami, sedangkan Abu Thahir mengatakan;
Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku

Imam al-Hafiz Aba al-Husain Muslim al-Hajjaj al-QusairT al-Nisabari, Sahiz Muslim,
(Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), him. 559.
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Yunus bin Yazid dari lIbnu Syihab telah menceritakan kepadaku
Ubaidullah bin Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa ayahnya pernah
menulis kepada Umar bin Abdullah bin Argam Az Zuhri dan
memerintahkannya untuk menemui Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah
untuk menanyakan tentang riwayat haditsnya dan mengenai permasalahan
apa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya
ketika dia meminta fatwa. Umar bin Abdillah menulis surat kepada
Abdullah bin 'Utbah dan mengabarkan kepadanya bahwa Suba'iah pernah
mengabarkan kepadanya; Bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Khaulah dari
suku 'Amir bin Lu'ai. Sedangkan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang
ikut berperang dalam peperangan Badar, dia meninggal dunia ketika Haji
Wada' di saat istrinya hamil tua. Beberapa hari setelah dia wafat, istrinya
pun melahirkan. Setelah istrinya suci dari nifas, dia pun berhias diri karena
mengharap supaya dia dilamar orang. Tidak lama kemudian datanglah
Abu Sanabil bin Ba’kak -seorang laki-laki dari Bani Abdid Dar- dia
berkata kepadanya; "Saya melihatmu berhias diri, barang kali kamu
berharap untuk menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi
sebelum lewat empat bulan sepuluh hari." Kata Subai‘ah; Setelah dia
berkata demikian kepadaku, lalu saya langsung mengenakan pakaianku
dan pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kutanyakan
masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berfatwa kepadaku
bahwa sebenarnya saya sudah halal untuk menikah setelah melahirkan
anakku, bahkan beliau menyuruhku menikah lagi jika saya berkenan. lbnu
Syihab mengatakan; "Maka saya berpendapat bolehnya seorang wanita
menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal
suaminya tidak menyetubuhinya hingga ia suci. (HR. Muslim).

Makna dan pelajaran hukum yang dapat diambil dari ketentuan hadis
tersebut yaitu kewajiban ‘iddah bagi wanita hamil, dalam keadaan bersamaan
suaminya meninggal dunia. Kewajibannya untuk menjalankan ‘ddah adalah
sampai anak yang dikandung lahir, baik kelahirannya lama setelah kematian
suami atau beberapa saat setelah kematian suami.** Berdasarkan dua hadis
sebelumnya, jelas menyebutkan ‘iddah adalah kewajiban bagi isteri baik ditinggal

mati atau dicerai talak dengan syarat telah dijimak (dukhil). Dalam hal ini, ulama

BImam Syafi’i, al-Umm, Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), halm. 359.
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juga sepakat (ijmak),'* bahkan bisa dibilang seluruh kaum muslimin sepakat

‘iddah adalah wajib bagi isteri yang diceraikan.

2.3. Bentuk-Bentuk ‘Iddah

Muatan hukum yang juga perlu dipahami dalam persoalan ‘iddah adalah
mengenai macam-macamnya. Bentuk perceraian sebuah pasangan mempengaruhi
jenis ‘iddah yang wajib dilaksanakan. Demikian juga kondisi wanita yang dicerai
berpengaruh pada bentuk ‘ddah-nya. Dilihat dari kedua sisi tersebut (yaitu dari
sisi perceraian maupun kondisi wanita yang diceraikan), ‘iddah wanita dibagi ke
dalam lima macam.

1. Masa ‘iddah sampai melahirkan anak atau disebut juga ‘iddah hamil.
Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya
meninggal saat hamil tua, maka °‘iddah wanita tersebut tetap sampai
melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau
menceraikannya. Imam Syafi’i menyebutkan, masa habisnya iddah hamil
yaitu keluarnya sesuatu dari rahim yang diyakini bakal calon anak.®

Adapun dalil hukum ‘iddah hamil adalah surat al-Talaq ayat 4:

},; s 7

,tht,ﬂw\c_‘b ,\.‘s;ﬁm\&i;@mwu@@;}%f&@;@@

co ol Go ol Ja2 T 5 2 TR s of ST ORNT Lyl g

< -

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),
Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

"Lihat dalam AbT Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-
Mughnt bi Syarh al-Kabir..., him. 76.
*Imam Syafi’i, al-Umm, Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), him. 360.
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perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan
barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. al-Talaq: 4).

2. Masa ‘iddah dengan tiga bulan. Kriteria wanita yang wajib menjalankan
‘iddah seperti ini yaitu wanita yang telah monopouse, yaitu wanita yang
tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah
tidak bekerja lagi secara normal. Dalil hukumnya mengacu pada ketentuan
surat al-Talaq ayat 4 seperti tersebut di atas.

3. Masa ‘iddah dengan hitungan empat bulan sepuluh hari. Kriteria wanita
yang wajib menjalankan ‘iddah seperti ini adalah wanita yang ditinggal
mati suami, dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil.*® Sebab,
perempuan yang hamil baik karena dicerai hidup atau cerai mati wajib
menunggu hingga anak yang dikandung lahir (dalilnya ketentuan hadis
riwayat Muslim dari Abu Thahir seperti telah dikutip sebelumnya).*” Dalil
hukum pensyariatan ‘iddah wanita yang ditinggal mati mengacu pada
ketentuan surat al-Bagarah ayat 234:
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Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber‘iddah)
empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka

*Muhammad Utsman al-Khasyt, Figh al-Nisa’; fi Dhauil mazahib al-Arba’ah wal
[jitihadati al-Fighiyyah al-Mu’asirah, ed. In, Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab, (terj: Teguh
Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), him. 413.

Ylbnu Qayyim al-Jauziyyah secara ringkas menyatakan isteri yang hamil, baik ditalak
raj’i atau ba’in, baik cerai hidup atau cerai mati, ia menunggu sampai melahirkan anak. Lihat Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zad al-Ma’ad, ed. In, Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan ke
Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), him. 422.
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tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(QS. al-Bagarah: 234).

4. Masa ‘iddah dengan hitungan guru’, suci atau haid.*® Kriteria wanita yang
wajib menjalankan ‘iddah semacam ini adalah wanita yang ditalak yang
masih aktif haidnya, sementara ia tidak hamil. Dalilnya adalah ketentuan
surat al-Bagarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya.

5. Masa ‘iddah orang yang sedang mustakazah, yaitu wanita yang
mengeluarkan darah tanpa henti. Apabila terjadi perceraian, maka ia juga
wajib menjalankan ‘iddah. Dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat,
ada yang menyatakan tiga bulan, disesuaikan dengan lamanya masa haid,
ada juga yag berpendapat ia wajib menjalankan ‘%ddah selama tujuh bulan
dengan klasifikasi satu bulan untuk haid dan enam bulan tersisa untuk tiap-
tiap tiga kali masa suci. Ada juga ulama yang berpendapat selama satu
tahun.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ‘iddah wanita memiliki
ragam dan bentuk, baik dilihat dari sisi perceraian, maupun dari sisi kondisi isteri
saat suami menceraikan, atau bisa dilihat dari sisi lamanya masa ‘iddah yang
wajib dilaksanakan wanita. Dalam bagian-bagian tertentu, ulama memang
ditemukan adanya variasi pendapat, misalnya dalam memaknai guru’ apakah haid

atau suci. Kemudian, variasi pendapat ulama juga dapat dilihat dalam soal

M. Sayyid ahmad al-Musayyar, Akhlag al-Usrah al-Muslimah Buhiis wa Fatawa, ed. In,
Figih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (terj: Habiburrahman), cet. 12, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2008), him. 324.

YAbdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Akkam..., him. 493-498. Lihat juga dalam
Syaikh Hasan Ayyub, Figh al-Usrah al-Muslimah, ed. In, Fikih Keluarga, (Abdul Ghofar), cet. 5,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), him. 407.
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menetapkan ‘iddah wanita hamil yang suaminya meninggal, apakah waktu ‘iddah
yang terlama atau mengikuti ‘iddah hamil saja. Meski demikian, di sini tidak
masuk dalam perbedaan pendapat tersebut. Poin penting dalam pembahasan ini
adalah setiap bentuk ‘iddah memiliki dasar hukum tersendiri, baik mengacu pada
ketentuan Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama. Dalam hal ini, seorang
wanita hanya menjalankan ‘ddah yang sedang ia jalankan berdasarkan petunjuk

syara’ tersebut.

2.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa ‘Iddah

Pada dasarnya, isteri yang telah ditalak dan masih dalam masa ‘iddah tidak
menghilangkan secara keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya,
suami masih memiliki kewajiban, begitu juga yang berlaku isteri. Imam Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan, wanita yang sedang menjalankan ‘iddah
mempunyai hak dan menjadi kewajiban suami. Rumah dan nafkah adalah
tanggungan orang yang mungkin merujuknya.20 Intinya, kewajiban suami tersebut
merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi, dengan syarat masih dalam masa
‘iddah. Pemenuhan nafkah ‘iddah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami dan
dilakukan dengan cara yang baik (Ma 'ruf).?*
a. Kewajiban mantan suami terhadap isteri dalam masa menunggu

Dalil kewajiban mantan suami terhadap isteri dalam masa menunggu yaitu

surat al-Talaq ayat 1 seperti telah dikutip sebelumnya. Intinya suami tidak boleh

“lhbnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwagi’in ‘an Rabb al-Alamin, ed. In, Panduan
Hukum Islam, (terj: Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’diatulharamain), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2000), him. 858.

10s. Al-Bagarah ayat 228.
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mengeluarkan isteri dari rumah saat telah dicerai. Ini merupakan tanggungan yang
wajib diberikan suami terhadapnya. Dalil hukum lainnya yaitu surat al-Talaq ayat

7 sebagai berikut:
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Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. al-
Talaq: 7)

Kewajiban memberikan tempat tinggal tersebut berlaku ketika isteri
berlaku dan bersikap baik terhadap suami. Dasar hujjahnya adalah hadis riwayat
Muslim dari Qutaibah bin Sa’id. Dalam riwayat hadis ini, Rasulullah memutuskan

kepada salah satu wanita tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal:
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Hazim. Dan Qutaibah juga

?2Imam al-Hafiz Aba al-Husain Muslim al-Hajjaj al-QusairT al-Nisabart, Sahiz Muslim,
(Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), him. 622.
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berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu Ibnu Abdirrahman
Al Qari, sedangkan keduanya dari Abu Hazim dari Abu Salamah dari
Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian (suaminya) memberi nafkah
untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah mengetahui hal itu, dia
berkata; Demi Allah, sungguh saya akan meberitahukan hal ini kepada
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, jika sekiranya saya masih berhak
mendapatkannya dari mantan suamiku, maka saya akan mengambilnya
untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak
mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit
pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak
lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya. (HR. Muslim).

Jika isteri dalam keadaan hamil, maka kewajiban nafkah juga dibebankan
kepada suaminya, meskipun jenis talaknya masuk dalam talak ba’in. Dalam hal
ini, ulama sebenarnya masih berbeda pendapat, ada yang memandang suami wajib
untuk sebagian nafkah, ada juga keseluruhannya.”® Dasar hukum kewajiban

tersebut didasari oleh ketentuan surat al-Talaq ayat 6 sebagai berikut:
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

2Ulama masih berbeda dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri yang ditalak
ba’in. Umar dan anaknya, ibnu Mas’ud, ibnu Abbas, Imam Malik, as-Syafi’i dan Ahmad
berpendapat bekas isterinya berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Menurut
Ali, Jabir, Atha’, Thawus dan Daud al-Zahiri, bekas isteri tidak mendapat nafkah dan juga tempat
tinggal. Sementara itu menurut Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan ibnu Syubrumah
menyatakan bahwa wanita yang ditalak ba’in tersebut masih mempunyai hak nafkah dan tempat
tinggal. Lihat Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan..., him. 322-323.
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kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya”. (QS. al-Talaq ayat 6).

b. Suami memiliki hak untuk merujuk isteri

Dalam keadaan bersamaan, suami juga memiliki hak untuk merujuk isteri,
tanpa harus emminta izin dan mendapat ridha isteri.”* Akad perkawinan dalam
masa ‘iddah isteri tidak hilang secara hukum dan tidak menghilangkan hak
(kepemilikan). Amir Syarifuddin menyatakan status isteri sebelum dan sesudah
cerai dengan syarat masih dalam masa ‘iddah adalah masih sama.”® Artinya,
suami memiliki kewajiban yang sama seperti sebelum terjadinya perceraian.
Demikian juga isteri wajib untuk tetap tinggal di dalam rumah suaminya. Atas
dasar inilah, suami masih memiliki hak untuk mengikat kembali tali nikah dengan
tujuan perbaikan.?® Dasar hukumnya secara umum mengacu pada ketentuan surat
al-Talaq ayat 2:
<
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran

“*Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup
Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura,
2014), him. 857. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah,
ed. In, Figih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi’i, Hanbali, (terj: Masykur, dkk), cet.
XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), him. 481.

2 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., him. 221.

%syami yang merujuk dengan tujuan yang tidak baik, dan menimpakan kemudharatan,
maka suami tidak boleh merujuk isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al- ‘Agidah wa
al-Syari’ah wa al-Manhdj, ed. In, Tafsir al-Munir, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 14,
(Jakarta: Gema Insani, 2014), him. 663.
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dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa

bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan

keluar. (QS. al-Talaq: 2).

Kandungan makna ayat di atas berisi bahwa jika merujuk isteri harus
dengan baik-baik, tidak boleh ada niat untuk memudharatkan isteri.”” Pemenuhan
hak rujuk tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan atau ucapan. Dalam konteks
ini, ulama sebenarnya berbeda pendapat, apakah rujuk bisa dengan perkataan saja,
atau bisa dengan perbuatan. Imam Syafi’i menyatakan dengan pernyataan saja.”®

Adapun kewajiban isteri di antaranya adalah tidak memakai wewangian,
tidak boleh memakai hiasan di tubuh dan dipakaian.?® Perempuan berada dalam
masa ‘iddah talak raj’i, baik karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus
tetap tinggal bersama suaminya selama iddahnya belum habis. Al-Musayyar
menyebutkan wanita dalam ‘iddah disunnahkan untuk berdandan. Adapun
larangan bagi wanita adalah keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun umrah,
dan ia harus tetap berada di rumah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan hidupnya sehari-hari.®

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan dalam beberapa poin.
Pertama, masa ‘iddah merupakan masa yang status hukumnya sama seperti masa
sebelum ditalak. Kedua, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban seperti
sebelum terjadinya perceraian. Ketiga, suami wajib memberi nafkah dan
menyediakan tempat tinggal kepada mantan isterinya selama masih dalam masa

‘iddah. Keempat, suami mempunyai hak rujuk meskipun tidak ada kerelaan isteri.

?"Wahbah Zuhaili, al-Tafsir al-Munir..., him. 663.

2Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), him. 265-266.

2Ipnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zad al-Ma’ad..., him. 423.

%M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, 4khlaq al-Usrah..., him. 330.



38

Kelima, isteri wajib dan juga berhak untuk tetap tinggal di rumah mantan
suaminya. la berhak untuk mendapatkan nafkah. Keenam, isteri dilarang untuk
keluar rumah suami kecuali ia membangkang dan bersikap tidak baik pada suami,

tidak boleh berdandan dan memakai perhiasan kecuali di hadapan mantan

suaminya.
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANGAN
‘IDDAH PERCERAIAN PADA MASYARAKAT
GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL

3.1. ProfilKecamatan Gunung Meriah

Gunung Meriah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh
Singkil. Kabupaten Aceh Singkil dengan ibukota Singkil, merupakan
sebuahkabupaten yang berada diujung selatan Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh
Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian
wilayahnya berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini
terbentuk tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1999 tanggal 27 April 1999. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah yaitu daratan
dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil
adalah Kepulauan Banyak yang terdiri dari Pulau Banyak dan Pulau Banyak
Barat. Kabupaten ini memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah
Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan
Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara,
dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.*

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Singkil mencakup wilayah daratan
seluas185.829,53 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan, 15 mukim dan 120

gampong/desa, wilayah kewenangan laut sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas

'Sumber: Program Percepatan Pembangunan SanitasiPermukimanKab. Aceh Singkil
2013.
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2.802,56 Km2, wilayah udara diatas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk
ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, serta
wilayah kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 87 pulau terdiri dari pulau-
pulau kecil dan besar. Kesebelas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau
Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil
Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung
Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor dan
Kecamatan Kota Baharu.?

Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Gunung Meriah menjadi
kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak dan Kecamatan Kuala Baru
berpenduduk paling sedikit. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk

berdasarkan jenis kelamin:

2Sumber: Program Percepatan Pembangunan SanitasiPermukimanKab. Aceh Singkil
2013.
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1 Pulau Banyak 2,181 2,049 4,230 1.06
2 Pulau Banyak Barat 1,457 1,407 2,864 1.04
3 Singkil 8,629 8,976 17,605 0.96
4 Singkil Utara 4,899 4,730 9,629 1.04
5 Kuala Baru 1,159 1,190 2,349 0.97
6 Simpang Kanan 6,770 6,964 13,734 0.97
7 Gunung Meriah 16,613 16,468 33,081 1.01
g Danau Paris 3,738 3,402 7,140 1.10
9 Suro 4,119 4,038 8,157 1.02
10 Singkohor 2,956 2,782 5,738 1.06
11 Kota Baharu 3,033 3,146 6,179 0.96
Total 55,554 55,152 110,706

Sumber: Aceh Singkil 2014

Penelitian ini secara khusus diarahkan pada masyarakat Kecamatan
Gunung Meriah. Gunung Meriah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh
Singkil, dan merupakan salah satu kecamatan dalam cakupan luas maupun jumlah
penduduk terbesar di Aceh Singkil, dengan pusat perekonomiannya yaitu kawasan
Rimo. Di mana terdapat perputaran ekonomi yang cukup besar di daerah ini.
Dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti pasar mingguan yang buka setiap
hari senin dan rabu. Gunung meriah juga tersedia Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD).Selain itu, terdapat beberapa perkebunan besar kelapa sawit dengan area
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cukup luas yang dikuasai perusahaan seperti PT Nafasindo dan PT Socfindo,
masing-masing perusahaan telah dilengkapi dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit.®
Gunung Meriah secara administrasi memiliki 25 Gampong, dengan jumlah

penduduk sebagai berikut:

Jenis Kelamin (Jiwa) Jumlah Sax
Desa Lakidaki Perempuan  (Jiwa) Ratio
g 2 ] @) @

1. PERTAMPAKAN 163 145 308 112
5. TANAHMERAH 292 300 502 0.97
3. SEBATANG 248 258 503 0.7
4. SEPINGEARU 143 131 274 1.09
5.  PERANGUSAN 200 217 M7 0.2
6. GUNUNG LAGAN 1434 1438 2872 1.00
7. TANAH BARA 1236 1269 2505 0.97
8 SUKAMAKMUR 1126 1137 2963 0.99
9. SIDOREJO 1325 1308 2723 0.95
10. PANDAN SARI 856 768 1624 1.11
11.  BLOK 31 171 158 329 1.08
12. BLOK 18 277 263 540 1.05
13. SILULUSAN 770 729 1499 1.06
14. BLOK 15 806 848 1744 1.06
15.  TULAAN 1100 1031 2140 1.08
16. BLOK VI BARU 1450 1505 2955 0.96
17.  TUNAS HARAPAN 604 563 1167 107
18.  LAE BUTAR 1247 1217 2464 1.02
19.  RIMO 1380 1280 2660 1.08
20.  SIANJO ANJO MERIAH 931 ga7 1828 1.04
21, CINGKAM 977 205 572 0.04
25 BUKIT HARAPAN 2022 1943 3965 1.04
93, PENJAHITAN a2 75 167 123
24 TANJUNG BETIK 121 125 256 0.7
25 LABUHAN KERA 137 134 271 1.02

Jumiah 18.513 18.125 36.638 102

Sumber: BPS Kecamatan Gunung Meriah 2017.

*Dimuat dalam: http://www.wikiwand.com/id/Gunung_Meriah, Aceh Singkil, diakses
tanggal 4 Agustus 2018.
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tergolong majemuk dan

heterogen. Sebab, memiliki beberapa suku bangsa, baik Aceh, Minang, Jawa, dan

lainnya. Berikut ini disajikan tabel klasifikasi jumlah suku di tia-tiap gampong.

Suku Bangsa (Jiwa)

Desa - — -
Minang Aceh Dairi Jawa Lainnya
() 2) 3) 4] (5] (6]
1. PERTAMPAKAM 0 2 S06 0 0
2. TAMAH MERAH 0 0 g2 0 0
3. SEBATAMNG 0 16 437 16 34
4. SEPING BARL 0 9 247 g 10
5. PERANGLUSAM 0 0 401 12 4
6. GUNUMG LAGAM 20 300 2000 400 182
7. TAMNAH BARA Q 0 2464 0 41
8. SUKA MAKMUR 106 106 o5 1056
9. SIDOREJMD 9 136 216 2204 158
10. PAMDAM SARI 0 29 414 1160 |
11. BLOK 31 0 0 61 238 a0
12. BLOK 18 0 15 130 366 pt]
13. SILULUSANM 0 [ BE8 G20 4
14. BLOK 15 0 0 204 1310 230
15, TULAAM 0 472 50 1300 318
16. BLOKVIBARL 0 36 646 2129 144
17.  TUMAS HARAPAM 0 100 280 o35 282
18. LAE BUTAR 0 300 1200 GO0 364
19. RIMO 0 45 2195 300 120
20, SIAMJO ANJO
MERIAH 36 98 1236 439 19
21. CINGKAM 8 23 508 8 3
22 BUKIT HARAPAM 0 68 [} 3738
23, PEMJAHITAM 0 0 145 0 ks
24, TAMJUNG BETIK 0 0 233 0 23
25. LABUHAN KERA 5 6 252 0 8
Jumiah 181 1868 16120 16436 2133

Sumber:BPS Kecamatan Gunung Meriah 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa suku yang menempati

urutan paling banyak adalah suku Dairi, yaitu salah satu suku yang ada di

masyarakat Singkil, dan tersebar pula di masyarakat Subulussalam. Selain

memiliki banyak suku, masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah juga terdiri dari
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berbagai pemeluk agama. Agama-agama yang ada di Kecamatan Gunung Meriah
yaitu Islam dengan posisi terbanyak, kemudian Katolik dengan posisi kedua, dan
agama Protestan menjadi urutan ketiga. Sementara itu untuk pemeluk agama
Hindu dan Budha tidak ada. Berikut ini disajikan tabel pemeluk agama

berdasarkan gampong yang ada di Kecamatan Gunung Meriah.

Desa Jumlah Penduduk Menunut Agama (Jiwa)
Islam Katolik Protestan Budha Hindu
(1) (2 (3) (4) (5) (&)

1. PERTAMPAKAN 308 0 0] 0 0
2. TAMNAH MERAH a9z 0 Q 0 0
3. SEBATANMNG 803 0 0 0 0
4. SEPING BARU 274 0 ¥ 0 0
5. PERANGUSAN 417 0 0 0 0
6. GUNUMG LAGAN 2860 0 12 0 0
7. TAMAH BARA 2805 0 0 0 0
8. SUKA MAKMUR 084 1132 147 0 0
9. SIDOREJO Zr4a 4 o 0] 0
10. PAMDAM SARI 1364 239 21 0 0
11. BLOK 31 324 5 0 4] 0
12. BLOK 18 S40 a 0 ¥ o
13. SILULUSAN 1043 0 456 0 0
14. BLOK 15 1476 255 12 0 0
15 TULAAN 2129 11 0 0 0
16. BLOK VI BARU 2952 0 3 0 0
17. TUMNAS HARAPAM 1163 4 0 0 0
18. LAE BUTAR 2450 14 0 Q 0
19. RIMO 2542 18 0 ¥ o
20. SIAMNJO ANJO MERIAH 1781 0 47 0 0
21. CINGKAM biz2 0 0 0 0
22. BUKIT HARAPAM 3960 0 o 0 0
23. PEMJAHITAM 167 0 0 0 0
24, TAMJUNG BETIK 256 L] 0 i o
25. LABUHAM KERA 2 1] 0 0] 0
Jumiah 34247 1682 o9 0 0

Sumber: Kecamatan Gunung Meriah 2017

Mengacu pada dua tabel terkahir di atas, dapat diketahui bahwa
masyarakat Kecamatan Gunung Meriah termasuk masyarakat heterogen dengan

banyaknya suku yang ada, selain itu terdapat tiga agama yang dianut oleh
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masyarakat, yaitu Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Meskipun terdapat
beberapa agama dan suku, masyarakat Gunung Meriah termasuk penduduk yang
memegang kuat sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Meskipun
terdapat beberapa permasalahan namun diselesaikan berdasarkan asas
musyawarah dan kekeluargaan.

Dari aspek sosial kemasyarakatan, terdapat dua kecamatan di Kebupaten
Aceh Singkil yang dijadikan sebagai pusat perdagangan. Kecamatan tersebut yaitu
Simpang Kanan dan Gunung Meriah. Dijadikannya dua kecamatan tersebut
sebagai pusat perdagangan dipandang mampu untuk menguatkan perekonomian
masyarakat, sebab keduakawan tersebut tergolong strategis dan ramai penduduk.’
Selain itu, khusus Kecamatan Gunung Meriah telah ada Pos Satpol PP dan WH
yang menjadi pos pengawasan pelaksanaan pengawasan syariat Islam di
Kecamatan terpadat penduduk tersebut. Pemberantasan maksiat merupakan salah
satu program nyata dari pemerintah dan sebagai bukti dukungan atas penegakan
Syariat Islam di Aceh.”

Di sisi lain, masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil memang
telah dilengkapi dengan fasilitas umum dan pemerintahan dan dijadikan sebagai
pusat perdagangan, namun hingga saat ini sering ditemukan adanya kasus tindak
pidana. Sepanjang tahun 2016 kasus pencurian buah kelapa sawit menjadi yang
tertinggi dalam wilayah kecamatan tersebut.Kasus lainnya yang meningkat pada

2016 adalah penganiayaan, hal ini terjadi sehubungan pelaksanaan pemilihan

‘Dimuat  dalam:  https://www.pikiranmerdeka.co/news/simpang-kanan-dan-gunung-
meriah-dijadian-pusat-perdagangan/, diakses tanggal 4 Agustus 2018.

*Dimuat dalam: http://www.xtrafmsingkil.com/news/361-bupati-aceh-singkil-resmikan-
pos-satpol-pp-dan-wh-gunung-meriah.html, diakses tanggal 4 Agustus 2018.
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kepada daerah bupati dan wakil bupati Aceh Singkil.Sebab, masih terdapat oknum
yang kurang baik dalam pemilihan bupati sehingga menimbulkan terjadinya kasus
kejahatan.®

Beberapa kasus kejahatan tersebut di atas menandakan pemerintah
setempat diharapkan tidak hanya mengurus dalam ranah pembangunan ekonomi
saja, tetapi hal terpenting adalah membangun masyarakat yang baik dalam segala
aspek. Kasus-kasus lainnya dalam urusan perdata juga cukup banyak ditemui,
bahkan kasus-kasus yang dimaksud yaitu mengenai hak dan kewajiban dalam
rumah tangga. Salah satu kasus yang disoroti dalam penelitian ini yaitu kewajiban
seorang isteri yang telah dicerai melaksanakan masa ‘%ddah. Praktek masa ‘iddah
pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah tampak belum sesuai dengan konsep
dan teori hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, praktek masa iddahberikut dengan
beberapa kesalahan praktek masa ‘iddah akan dipaparkan pada sub bahasan

selanjutnya.

3.2. Bentuk Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung
Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Umum diketahui bahwa masyarakat Gunung Meriah khususnya yang
muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan
dengannya, seperti perceraian dan kewajiban ‘Gddah beserta hukum-hukum yang
berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan beberapa masalah yang
belum diterapkan dengan benar, bahkan cenderung menyalahi ketentuan hukum

Islam.

®Dimuat dalam: http://portalsatu.com/read/news/-23325, diakses tanggal 4 Agustus 2018.
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk penyimpangan
perceraian di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Terdapat dua hal yang
perlu ditegaskan di sini, yaitu mengenai istilah ‘iddah perceraian dan gampong-
gampong yang menjadi fokus penelitian ini. istilah ‘iddah perceraian dalam
pembahasan ini secara umum berlaku untuk cerai hidup ataupun sebab kematian.
Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada empat gampong, masing-
masingyaitu Gampong Sanggaberu Silulusan, Gampong Sebatang, Gampong
Seping Baru, dan Gampong Sianjo Anjo Merah.

Penyimpangan ‘iddah yang ditemukan pada masyarakat Gunung Meriah
yaitu sebanyak 6 kasus terhitung dalam kurun waktu 2014-2017. Sebanyak 2
(dua) kasus penyimpangan ‘iddah karena menerima khitbah atau pinangan laki-
laki lain. 2 (dua kasus) tersebut dilakukan masing-masing warga Gampong
Sebatang berinisial S dan warga Gampong Seping Baru berinisial P. Menurut
Amran, selaku Kechik Gampong Sebatang, S menikah pada awal tahun 2015 dan
bercerai pada akhir tahun 2016. Perkawinan dan perceraiannya secara resmi
tercatat di Mahkamah Syari’yah Aceh Singkil. Dalam kasus ini, pelaku menerima
pinangan saat ‘iddah belum selesai. Namun, akad nikah S baru dilakukan setelah
selesai ‘iddah.’

Kasus kedua dilakukan oleh P. Tidak jauh berbeda dengan kasus pertama,
bahwa P juga menerima khitbah seorang laki-laki sebelum masa ‘ddah habis
dilakukan. Kasus ini juga terjadi pada tahun 2016. Menurut Alimuddin, selaku

tetangga P menyebutkan bahwa perceraian antara P dan suaminya dahulu

"Wawancara dengan Amran, Keuchik Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.
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disebabkan adanya laki-laki lain (selingkuh) yang notabene mengkhitbahnya saat
masih dalam masa ‘iddah. Saat itu, khitbah tetap dilakukan dan pernikahan baru
dilaksanakan setelah P menyelesaikan masa ‘iddah.

Selain dua kasus di atas, bentuk penyimpangan ‘iddah perceraian lainnya
yaitu keluar rumah pada saat ‘iddah belum habis. Kasus penyimpangan ‘iddah
dalam jenis ini ditemukan sebanyak 3 kasus, masing-masing yaitu dua kasus di
Gampong Sanggaberu Silulusan, dan satu kasus lainnya di Gampong Sebatang.
Menurut keterangan Wayu, bahwa dua kasus penyimpangan iddah di Gampong
Gampong Sanggaberu Silulusan tersebut dilakukan olen C dan M, terjadi pada
awal tahun 2017. Sebelum habis masa ‘iddah, keduanya keluar rumah tidak hanya
di siang hari, tetapi juga di malam hari, dan tujuannya bukan untuk memenuhi
kebutuhan yang sifatnya darurat. Menurut Wayu, keduanya hanya berkunjung ke
rumah tetangga, duduk bersama layaknya masyarakat lainnya.® Keterangan yang
sama juga disebutkan oleh Nuri, bahwa C dan M yang telah bercerai dengan
suami mereka tetap keluar rumah meskipun di malam hari bersama tetangga.*°

Penyimpangan iddah dengan keluar rumah juga dilakukan oleh Mf, warga
Gampong Sebatang. Menurut informasi dari Wahyuni, selaku tetangga Mf, bahwa
Mf keluar rumah ada kalanya untuk memenuhi keperluan seperti membeli
makanan dan ke kebun. Namun, Mf juga sering keluar rumah bersama tetangga
untuk menghadiri Pasar malam.™* Demikian juga disebutkan oleh Rini, bahwa Mf

sering keluar rumah mengunjungi pasar malam meskipun masa ‘iddah nya belum

8Wwawancara dengan Alimuddin, tetangga P warga Gampong Seping Baru, tanggal 13
Juni 2018.

°Keterangan Wayu, Keuchik Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.

%awancara dengan Nuri, warga Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.

"Wawancara dengan Nuri, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.
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habis. Hal ini menurutnya wajar sebab Mf keluar bukan untuk bertemu laki-laki
lain, namun hanya untuk menikmati hiburan yang ada di pasar malan tersebut.*?

Kasus penyimpangan ‘iddah lainnya yaitu memakai wewangian dan
bercelak saat masa ‘iddah belum habis. Kasus ini terjadi di Gampong Sianjo Anjo
Merah dilakukan oleh Sr. Berdasarkan keterangan beberapa warga, di antaranya
Yuyun, Nisa, dan Rahmi, bahwa Sr bercerai karena suaminya meninggal dunia. Sr
termasuk wanita tergolong mampu di Gampong tersebut. Setelah suaminya
meninggal dunia, ia tetap berdandan, memakai wewangian dan tindakan tersebut
sama ketika suaminya masih ada.*?

Penyimpangan ‘iddah yang dilakukan oleh Sr pada dasarnya tidak hanya
memakai wewangian dan berdandan, tetapi keluar rumah tanpa ada keperluan dan
darurat. Hal ini dipahami dari keterangan Marsila, selaku tetangga Sr. Dalam
keterangannya, disebutkan bahwa Sr termasuk wanita modis. Tindakannya
berdandan, memakai wewangin tidak hanya dilakukan setelah suaminya
meninggal dunia, tetapi sebelumnya juga demikian. Sr juga sering keluar rumah
hingga malam hari.**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk penyimpangan
‘iddah pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, khususnya di empat
gampong yang telah disebutkan yaitu menerima pinangan orang lain, keluar
rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, dan memakai wewangian serta

berdandan. Terhadap 6 kasus tersebut di atas, terjadi dengan sebab beberapa

2Wawancara dengan Ririn, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

B\Wawancara dengan Yuyun, Nisa, dan Rahmi, warga Gampong Sianjo Anjo Merah,
tanggal 15 Juni 2018.

“Wawancara dengan Marsila, warga Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.
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faktor. Penjelasan khusus mengenai faktor yang melatar belakangi penyimpangan
‘iddah pada masyarakat Gunung Meriah secara khusus disajikan dalam

pembahasan di bawabh ini.

3.3. Faktor-Faktor Penyimpangan Masa ‘Iddah Perceraian pada Masyarakat
Gunung Meriah

Teori yang umum diketahui dalam masalah sosial maupun hukum vyaitu
teori kausalitas. Dalam teori ini, disebutkan bahwa; “jika ada sebab (cause) maka
ada akibat atau efek (effect).”® Kaitannya dengan pembahasan ini, bahwa kasus
penyimpangan masa ‘ddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah
merupakan satu akibat yang memiliki faktor dan penyebab yang mendahuluinya.
Beberapa bentuk penyimpangan iddah seperti telah disebutkan tidak dapat
dipisahkan dari sesuatu yang menjadi faktor yang mendahuluinya.

Sejauh amatan penulis, bahwa penyimpangan iddah perceraian setidaknya
disebabkan oleh dua faktor umum, yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum
‘iddah, Kkurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan
hukum-hukum yang berlaku dalam masa ‘iddah. Masyarakat Kecamatan Gunung
Meriah pada umumnya memandang keluar rumah, memakai wewangian dan
menerima pinangan orang lain bagi wanita yang sedang menjalankan iddah
merupakan hal yang wajar. Bahkan, praktek-praktek tersebut telah ada dan

dilakukan oleh wanita yang beriddah. Dalam hal ini, Amin menyebutkan tidak ada

5T DickyHastjarjo, “KausalitasMenurutTradisiDonald Campbell”. Jurnal Psikologi. Vol.
19, No. 1, (2011), him. 4.
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pihak yang menegur atau mengingatkan bahwa praktik tersebut menyimpang dari
ajaran agama Islam.®

Menurut keterangan beberapa masyarakat Kecamatan Gunung Meriah,
mengenai penerimaan wanita atas pinangan laki-laki dalam masa iddah dipandang
boleh asalkan pernikahannya ditunda hingga sampai masa iddahnya selesai. Hal
ini seperti disinyalir oleh Arman, Mulyadi, dan Hakim, bahwa wanita dalam masa
iddah bisa menerima pinangan orang lain asalkan pernikahannya nanti dilakukan
saat setelah habisnya masa iddah wanita tersebut.'” Dengan demikian, diketahui
bahwa masyarakat Gunung Meriah belum mengetahu secara pasti tantang
larangan-larangan yang berlaku bagi wanita ketika menjalankan iddah.

Faktor kedua bahwa Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah cenderung
mengabaikan hukum-hukum yang berlaku dalam masa iddah. Untuk sebagian
masyarakat Kecamatan Gunung Meriah juga ada yang mengetahui secara pasti
larangan bagi wanita dalam masa iddah untuk menerima pinangan, keluar rumah,
memakai wewangian dan berdandan. Namun demikian, pengetahuan tersebut
tampak diabaikan dengan bukti ditemukannya kasus penyimpangan iddah
perceraian.

Hal tersebut di atas seperti disebutkan oleh Tgk. Munir,*® dan Tgk.
Tarmizi,’* masing-masing selaku Tengku Imum Gampong Sebatang dan

Gampong Sianjo Anjo Merah. Keterangan keduanya persis sama bahwa

%\Wawancara dengan Amin, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

"Wawancara dengan Arman, Mulyadi, dan Hakim, warga Gampong Sebatang, tanggal 12
Juni 2018.

®\Wawancara dengan Tgk Munir, Tengku Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

®Wawancara dengan Tgk, Tarmizi, Tengku Imum Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal
15 Juni 2018.
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penyimpangan iddah perceraian yang selama ini terjadi pada masyarakat
Kecamatan Gunung Meriah di samping bentuk ketidaktahuan hukum-hukum
dalam iddah, namun ada juga masyarakat khususnya wanita yang bersangkutan
mengetahui beberapa larangan dalam masa iddah tetapi diabaikan bagi saja.
Masyarakat cenderung memandang enteng dan kurangnya kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya menjalankan hukum-hukum yang berlaku dalam iddah.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat
sangat penting dalam menerapkan hukum-hukum dalam iddah. Kurangnya
kesadaran masyarakat tersebut menjadi faktor terjadinya penyimpangan iddah
dalam realita masayarakat dan kurangnya kesadaran perangkat desa yang tidak
mengetahui iddah itu sendiri sehingga menghasilkan perikahan yang belum habis
masa iddahnya. Selain itu, pengetahun yang kurang memadai juga menjadi

pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan iddah.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan ‘I/ddah pada
Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil

‘lddah merupakan satu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap
wanita yang telah diceraikan. ‘lddah merupakan satu istilah yang tidak asing
dalam urusan rumah tangga. Sebab, ia bagian dari hukum-hukum perkawinan
yang wajib untuk diketahui, bahkan pelaksanaannya merupakan satu kewajiban
bagi umat muslim khususnya kalangan wanita yang telah dicerai (baik cerai hidup
maupun cerai mati) oleh suaminya. Dalam tinjauan hukum Islam, seluruh ulama
sepakat tentang wajibnya wanita yang bercerai untuk melakukan ‘iddah dan

memberikan keterangan tentang hikmah pensyariatan masa ‘iddah, diantaranya
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untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Syariat Islam
telah mensyariatkan masa ‘iddah untuk menghindari ketidakjelasan garis
keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah. Masa
‘iddah disyari’atkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad
pernikahan. Masa ‘iddah disyari’atkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang
jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian.
Masa ‘iddah disyari’atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya
apabila wanita yang dicerai sedang hamil. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa
‘iddah adalah diantara perkara yang bersifat ibadah (Ta’abbudi) yang tidak
menemukan hikmahnya selain Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan
rahim yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatanrujuk dalam talak
ba’in.

Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan mayoritas fuqaha’
diatas dari beberapa hikmah ‘iddah, sesungguhnya °‘iddah hukumnya wajib
sehingga wanita yang mandul pun, dalam keadaab talak ba’in dan fasakh akad
sebab apapun agar dapat melintasi seluruh bab dalam satu bentuk.

Masa iddah sebenarnya sudah dikenal dimasa jahiliyah. Ketika Islam
datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para Ulama
sepakat bahwa ‘iddah itu wajib, berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban
‘iddah tersebut berdasarkan ketentuan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah

Saw.? Sebagai satu kewajiban, bahkan ulama berijmak dalam masalah ini, maka

2Ipn Qudamah menyebutkan: .gla¥ly, adl 5 AU sadd ey ¢ LoV, “pada asalnya ‘iddah

merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Alquran, sunnah, dan berdasarkan ijmak”. Lihat
dalam Ibn Qudamah, Mughnt Syarh al-Kabir, Juz IX, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), him.
76.
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sepentasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ‘iddah harus dipahami secara
baik.

Dalam konteks masyarakat, tidak dapat dihindari adanya penyelewenangan
dan penyimpangan hukum sebagaimana dituturkan dalam Islam. Praktiknya
kadang-kadang tidak sama persis seperti yang diinginkan dalam hukum. Hal ini
pada prinsipnya berlaku untuk semua golongan dan tingkatan masyarakat, baik
pihak yang paham mengenai hukum-hukum ‘iddah ataupun sama sekali tidak
mengetahuinya. Ketentuan ‘ddah secara keseluruhan merupakan ketentuan pasti
yang tidak dapat diubah dan bebas dari interpretasi manusia di dalamnya.
Misalnya, kewajiban untuk menunggu selama tiga kali quru’ (haid/suci),
kewajiban untuk tidak keluar rumah dalam masa ‘iddah, kewajiban untuk tidak
menerima pinangan orang lain, dan kewajiban lainnya. Semua hukum yang
berlaku dalam masa ‘iddah sama sekali harus dipandang dan dipahami sebagai
bagian dari ibadah (¢fa ‘abbud) kepada Allah Swt.?* Dengan begitu, penyimpangan
parktik ‘iddah dapat dihindari di tengah-tengah masyarakat.

Mengacu pada praktik ‘iddah yang ada pada masyarakat Kecamatan
Gunung Meriah Aceh Singkil, tampak tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang
dibangun dalam Islam. Penyimpangan tersebut jelas pada saat ‘iddah seharusnya
wanita tidak menerima pinangan orang lain, tidak memakai wewangian dan
celak.”*Satu sisi, adanya larangan menerima khitbah bagi wanita yang sedang

‘iddah, di sisi lain seorang laki-laki juga diharamkan menikahi atau mengkhitbah

“Imam al-Habib al-Mawardi menyebutkan ‘iddah merupakan ibadah kepada Allah.
kegunaannya dalam bentuk melihat keadaan rahim dan menjaga nasab. Lihat dalam Imam al-
Habib al-Mawardi, al-lgra’ fi al-Figh al-Syafi 7, (Iran: Dar Ihsan, 2000), hlm. 153.

2|pn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwagi’in, ed. In, Panduan Hukum Islam, (terj:
Asep Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), him. 857.
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wanita dengan terang-terangan.Imam al-Ghazali menyatakan laki-laki yang
meminang wanita dalam masa iddah secara terang-terangan diharamkan.?Dalil
larangan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam surat al-Bagarah ayat 235, di

mana laki-laki tidak dibenarkan untuk menikahi wanita sebelum masa iddahnya

habis:
Y)/Cll-;v.@sww} P55 ety Ll ‘dM‘
STy RN PP R SRR

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)
dalamh atimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan
mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)
perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk
beragad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-
Bagarah: 235).

Mengacu pada penjelasan dan makna ayat di atas, menunjukkan bahwa
masyarakat pada umumnya harus mengetahui batasan-batasan hukum yang
dibolehkan dan dilarang oleh Islam terkait dengan masa ‘ddah.Hukum pada
dasarnya tida menempatkan seorang perempuan pada posisi yang tersudutkan dan

inferior. Artinya, Islam memang melarang wanita yang beridah untuk menerima

“Imam al-Ghazali, al-Wasit f al-Mazhab, (Kairo: Dar al-Salam. 1997), hlm. 39: Lihat
juga dalam Muhammad Aba Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1950), him. 383.
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pinangan,namun di lain tempat Allah juga sangat mengecam laki-laki yang
meminang wanita yang beriddah. Hal ini memberi pemahaman bahwa dalam
tataran masyarakat, hukum ‘ddah tidak semata beban hukum yang wajib
diketahui dan dilaksanakan oleh wanita, tetapi jauh dari itu laki-laki juga wajib
untuk mengetahui batasan-batasan hukum dalam ‘iddah.

Terkait dengan hukum keluar rumah bagi wanita yang beriddah, memang
masih ditemukan adanya beda pendapat di kalangan ulama. Namun, titik temu
yang dapat dipahami dari pendapat ulama adalah wanita dalam masa ‘iddah tidak
diperkenankan keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak, atau untuk
memenuhi kebutuhan. Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah,
beberapa kasus penyimpangan ‘iddah terjadi justru tidak dalam kondisi darurat
dan tanpa ada keperluan mendesak. Hal ini didukung oleh kondisi masyarakat
setempat yang memandang perilaku tersebut merupakan hal biasa dan dalam
kondisi yang wajar. Untuk itu, penyimpangan-penyimpangan ‘iddah dalam
konteks ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dua sisi sekaligus, yaitu
kesalahan dari wanita yang beridah dan adanya anggapan masyarakat tentang
keluar rumah merupakan hal yang biasa, meskipun tidak ada keperluan yang
mendesak.

Dilihat dalam dalil normatif hukum, larangan-larangan perempuan dalam
masa iddah seperti telah disebutkan secara jelas dalam Alquran dan hadis.
Misalnya, larangan wanita menerima pinangan orang lain saat beridah secara

inplisit dapat dipahami dari ketentuan surat al-Bagarah ayat 228:



Al [, — = < f‘.L:. . fcg/f N ‘/”,/L;/r PN
ilaodls T o et bl s SN3 A0 eSO LGl 4 s

T/ cie =54

>Hl0|55 sl BJ‘JFYTS#J;%}T&%&” >u“ﬁ>‘)‘t>=l~oﬁj

T8 .3 9

SRR [P N ES W F et

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. Al-Bagarah: 228).

Ayat di atas memberi gambaran bahwa dalam masa iddah, suamilah yang
berhak merujuknya. Allah memberi informasi bahwa hak rujuk suami lebih utama
dalam masa iddah isteri. Berangkat dari pemahaman ini, maka laki-laki lain yang
hendak menkhitbah atau meminang menjadi tidak berlaku dan sikap wanita dalam
hal ini harus menolak pinangan laki-laki tersebut. Kemudian, dalil larangan
wanita keluar rumah disebutkan dalam Alquran Surat al-Thalag ayat 1 sebagai

berikut:
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Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
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perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa
yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Thalaqg: 1).

Di samping ayat di atas, kemudian dipertegas lagi melalui ketentuan hadis

riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah berikut ini.
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Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah
menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar Sulaiman bin Hayyan
dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin Ujrah dari Zainab binti Ka'b bin Ujrah -
ia adalah isteri Abu Sa'id Al Khudri- bahwa saudara wanitanya, Al
Furai'ah binti Malik berkata, "Suamiku keluar mencari budak miliknya
hingga mereka bertemu dengan suamiku dan membunuhnya. Hingga
datanglah berita kematian suamiku, sementara aku ada di salah satu rumah
Anshar yang sangat jauh dari rumah keluargaku. Lalu aku mendatangi
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, aku berkata, "Wahai Rasulullah, telah
datang berita kematian suamiku sementara aku ada di suatu rumah yang
sangat jauh dari rumah keluargaku dan rumah saudara-sadaraku, suamiku
tidak meninggalkan harta sebagai nafkah, harta yang bisa aku warisi, atau

*Ibnu Majah al-Qazwini, Sahih Sunan Ibn Majah, (ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-
Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li Nasir wa al-Tazr’, 1997), hlm. 277.
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rumah yang ia punyai. Jika engkau setuju untuk memberi izin, maka aku

ingin tinggal di rumah keluarga dan saudara-saudaraku. Sebab hal itu lebih

aku sukai dan aku bisa menumpahkan sebagian persoalanku?! Beliau
bersabda: "Lakukanlah jika engkau mau." la berkata, "Maka aku pun
keluar dengan berderai air mata atas apa yang telah Allah putuskan melalui

lisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, hingga ketika aku berada di

masjid, atau di sebagian kamar beliau memanggilku, beliau bersabda:

"Bagaimana dengan keputusanmu?” ia berkata, "Lalu aku ceritakan

kembali kepada beliau perihal suamiku. Beliau bersabda: "Tinggallah di

rumah yang engkau mendengar kabar kematian suamimu hingga selesai

masa iddahmu.” la berkata, "Maka aku pun beriddah selama empat bulan
sepuluh hari di rumah tersebut. (HR. Ibn Majah).

Ayat dan hadis tersebut di atas telah disinggung oleh Imam al-Habib al-
Mawardi dalam kitabnya “al-Haw? al-Kabi”.® Intinya, dua dalil di atas cukup
menjadi dasar larangan wanita untuk keluar rumah. Mengacu pada dalil-dalil yang
telah disebutkan, maka masyarakat khususnya wanita yang telah dicerai oleh
suaminya wajib untuk mengetahui batasan-batasan tindakan yang dibolehkan dan
dilarang dalam Islam. Larangan wanita dalam masa iddah wajib untuk
dilaksanakan, sebab hukum-hukum dibangun atas adanya dalil yang tegas. Untuk
itu, mengacu pada dalil-dalil Alquran tersebut maka praktik iddah dalam konteks
masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah tampak tidak sejalan dan perlu adanya
perbaikan baik dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, juga didukung adanya
pengajaran dari tokoh-tokoh agama.

Mengacu pada beberapa dalil hukum dan beberapa kutipan pandapat para
ulama sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik iddah pada

masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil cenderung kurang tepat dan

menyalahi nilai-nilai hukum yang dibangun dalam Islam. Seharusnya, hukum

®|mam al-Habib al-Mawardi, al-Hawr al-Kabir fi Figh Mazhab al-Imam al-Syafi 1, Juz
XI, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 245.
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ditempatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang

justru bertentangan dengan hukum iddah tersebut.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke
dalam dua poin umum dengan mengacu pada rumusan masalah, yaitu:

1. Penyimpangan ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang
lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, serta memakai
wewangian dan berdandan.

2. Pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung
Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentang dengan ketentuan iddah dalam
hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil
hukum Islam menetapakan adanya larangan bagi wanita yang sedang
menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk
menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang

mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

4.2. Saran
Adapun saran-saran penelitian ini adalah:
1. Hendaknya, masyarakat khususnya kaum wanita mempelajari kembali
hukum-hukum perkawinan terkait larangan wanita dalam masa iddah.
2. Hendaknya, pihak Kantor Urusan Agama kecamatan berperan aktif dalam

melakukan sosialisasi, memebrikan pelajaran baik berupa majelis taklim
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dan bentuk pengajaran lainnya tentang hukum-hukum perkawinan

khususnya hal-hal yang dilarang bagi wanita dalam masa iddah.
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